
BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

M en im b an g : a. bahw a dalam  rangka  m ew ujudkan percepatan

pen ingkatan  k u a lita s  pelayanan  publik, m en u m b u h k an  

peran  se rta  penyelenggara pelayanan  publik  dan  

m asyarakat, se rta  m em bangun  sistem  penyelenggaraan 

pelayanan  publik  yang adil, tran sp a ra n , dan  akun tabel, 

perlu  m enyusun  Pedom an Penyelenggaraan Forum  

K onsultasi Publik;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana

d im aksud  p ada  h u ru f  a  d ia tas, perlu  d ite tapkan  

P era tu ran  B upati ten tan g  Pedom an Penyelenggaraan 

Forum  K onsultasi Publik di L ingkungan Pem erintah 

K abupaten Pohuw ato;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 38 T ahun  2000 ten tang

P em bentukan  Provinsi G orontalo (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  ta h u n  2000 Nomor 258, T am bahan  

L em baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4060);

  

BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 28TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO 

Menimbang : 

Mengingat 

a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan 

peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan 

peran serta penyelenggara pelayanan publik dan 

masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan 

pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, 

perlu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Forum 

Konsultasi Publik, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pohuwato, 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 
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2. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tang  

pem ben tukan  K abupaten  Bone Bolango dan  Pohuw ato di 

Provinsi G orontalo (Lem baran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2003 Nomor 26, T am bahan  Lem baran Negara 

Nomor 4269);

3. U ndang- U ndang Nomor 25 ta h u n  2009 ten tang

Pelayanan Publik (Lem baran Negara Republik Indonesia  

T ahun  2009 Nomor 112, T am bahan  Lem baran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5038);

4. U ndang- U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tang

P em erin tahan  D aerah  (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 5587) sebagaim ana telah  

d iubah  beberapa  kali te rak h ir  dengan U ndang -  U ndang 

Nomor 9 T ahun  2015 ten tan g  P erubahan  ked u a  Atas 

U ndang-undang  Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  

Pem erin tahan  D aerah (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2014 Nomor 58, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5679);

5. P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 96 T ahun  2012 ten tang  

P e laksanaan  U ndang -u n d a n g  Nomor 25 T ahun  2009 

ten tan g  Pelayanan Publik (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2012 Nomor 215);

6. P era tu ran  M enteri P endayagunaan  A paratu r Negara Dan 

Reformasi B irokrasi Nomor 16 T ahun  2014 ten tang  

Pedom an Survey K epuasan M asyarakat T erhadap  

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia T ahun  2014 Nomor 616);

7. P era tu ran  M enteri Pendayagunaan  A paratu r Negara Dan 

Reformasi B irokrasi Nomor 16 T ahun  2017 ten tang  

Pedom an Penyelenggaraan Forum  K om unikasi Publik di 

L ingkungan U nit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita 

N egara R epublik  In d o n es ia  T a h u n  2017  Nom or 765);

Undang-Undang Nomor 6& Tahun 2003 tentang 

pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4269), 

Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038), 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215), 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616), 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik di 

Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765), 
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MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :

1. D aerah adalah  K abupaten Pohuw ato

2. Pem erintah D aerah  ad a lah  P em erin tah  K abupaten  Pohuw ato

3. B upati adalah  B upati Pohuw ato.

4. S ekretaris D aerah  ad a lah  S ekreta ris D aerah  K abupaten Pohuw ato

5. Perangkat D aerah  ad a lah  Perangkat D aerah di L ingkungan K abupaten  

pohuw ato

6. U nit Kerja ad a lah  u n it kerja  di Pem erintah K abupaten Pohuw ato

7. Forum  K onsultasi Publik yang se lan ju tnya  d isingkat FKP adalah  kegiatan 

d ia log /d iskusi p e rtu k a ran  opini secara  partis ipasif a n ta ra  penyelenggara 

layanan  publik  dengan  publik.

8. Pelayanan Publik ad a lah  kegiatan  a ta u  rangka ian  kegiatan  dalam  rangka 

pem enuhan  k eb u tu h an  pelayanan  sesua i dengan  p e ra tu ran  perundang  -  

u n d an g an  bagi setiap  w arga Negara d an  pend u d u k  a ta s  barang , ja sa , 

d a n /a ta u  pelayanan  adm in istra tif yang d ised iakan  oleh penyelenggara 

pelayanan  publik.

9. Penyelenggara pelayanan  publik  ada lah  in s titu s i penyelenggara Negara, 

korporasi, d an  lem baga independen  yang d iben tuk  b e rd asa rk an  u n d an g  -  

u n d an g  u n tu k  kegiatan  pelayanan  publik  dan  badan  h u k u m  lain yang 

d iben tuk  sem ata  -  m ata  u n tu k  keg iatan  pelayanan  publik.

10. M asyarakat ada lah  se lu ru h  pihak , baik  w arga negara  m au p u n  p en d u d u k  

sebagai o rang  perseorangan , kelom pok m au p u n  b ad an  hokum  yang 

berkedudukan  sebagai penerim a m anfaat pelayanan  publik  baik  secara  

langsung  m au p u n  tidak  langsung.

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. 

an
. 
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10. 

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato 

Bupati adalah Bupati Pohuwato. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato 

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten 

pohuwato 

Unit Kerja adalah unit kerja di Pemerintah Kabupaten Pohuwato 

Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan 

dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipasif antara penyelenggara 

layanan publik dengan publik. 

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - 

undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara Negara, 

korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang - 

undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata — mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk 

sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hokum yang 

berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 
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11. Peran se rta  m asy arak a t ada lah  rangkaian  keg iatan  yang d ilakukan  dalam  

rangka  m em ecahkan  m asa lah  d an  k eb u tu h a n  yang d irasak an  m asy arak a t 

baik dalam  pelayanan  publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

M aksud d ite tap k an n y a  P era tu ran  B upati ini ada lah  sebagai pedom an dalam  

m em bangun  sistem  penyelenggaraan  Pelayanan Publik yang adil, tra n sp a ra n  

dan  ak u n tab e l di L ingkungan Pem erintah K abupaten  Pohuw ato

Pasal 3

T ujuan  d ilakukan  Forum  K onsultasi Publik u n tu k  m em peroleh pem aham an  

hingga solusi, a n ta ra  penyelenggara pelayanan  d an  m asyarakat, a n ta ra  lain  : 

p em b ah asan  rancangan , penerapan , dam pak , dan  evaluasi kebijakan yang 

d ite tapkan  oleh penyelenggara pelayanan  sehingga diperoleh kebijakan yang 

efektif dalam  rangka  pen ingkatan  k u a lita s  pelayanan  publik.

Pasal 4

(1) M anfaat Forum  K onsultasi Publik k h u su s  bagi penyelenggara pelayanan  :

a. m em peroleh m asu k an  dari pub lik  te rh ad ap  kebijakan yang akan  

d ite tapkan ;

b. m em peroleh b ah an  m asu k an  dari publik  dalam  ran g k a  p e ru m u san  

m au p u n  perbaikan  kebijakan;

c. m engajak dan  m endidik  publik  sebagai pengguna layanan  u n tu k  

m engetahui kebijakan yang d ite tapkan  penyelenggara;

d. m engajak dan  m endidik publik  u n tu k  tu ru t  se rta  dalam  rangka 

pengaw asan  p e lak san aan  kebijakan ;

e. sebagai fungsi m onitoring d an  evaluasi penyelenggara pelayanan  u n tu k  

m engetahui efektifitas dari kebijakan yang d ite tapkan  dalam  

m em berikan  layanan  kepada  publik; dan

f. m em peroleh m asu k an  dari publik  ten tan g  dam pak  kebijakan.

11. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat 

baik dalam pelayanan publik. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 

membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan 

dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato 

Pasal 3 

Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik untuk memperoleh pemahaman 

hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain : 

pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang 

ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang 

efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Pasal 4 

(1) Manfaat Forum Konsultasi Publik khusus bagi penyelenggara pelayanan : 

a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan 

ditetapkan, 

b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan 

maupun perbaikan kebijakan, 

c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara, 

d. mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan kebijakan : 

e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam 

memberikan layanan kepada publik, dan 

f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 
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(2) M anfaat Forum  K onsultasi Publik k h u su s  bagi publik  :

a. ru an g  partisipasi m asy arak a t yang dijam in h ak n y a  oleh U ndang -undang  

Pelayanan Publik;

b. m em peroleh p engetahuan  te rk a it berbagai kebijakan yang  ak an  a ta u  

su d ah  d ite tapkan  penyelenggara layanan;

c. m em peroleh kepastian  layanan  m elalui pengaw asan  yang d ilakukan;

d. m enyelaraskan  a n ta ra  h a ra p a n  publik  dengan kem am puan  

penyelenggara layanan ; dan

e. m en ingkatkan  peran  se rta  m asy arak a t dalam  penyelenggaran pelayanan  

publik.

BAB III

RUANG LINGKUP 

Pasal 5

R uang lingkup p en g atu ran  dalam  P era tu ran  B upati ini ada lah  :

1. Prinsip Forum  K onsultasi Publik

2. Penyelenggaraan Forum  K onsultasi Publik

3. M onitoring d an  Evaluasi

4. Pelaporan

BAB IV

PRINSIP FORUM KONSULTASI PUBLIK 

Pasal 6

D asar dalam  penyelenggaraan  Forum  K om unikasi Publik m eliputi :

a. sed erh an a

b. partisipa tif

c. tra n sp a ra n s i :

penyelenggaran Forum  K onsultasi Publik yang m udah  

d ilak san ak an , m u d ah  d iuku r, dengan p rosedur yang je las 

d an  biaya terjangkau  bagi m asyaraka t m au p u n  

penyelenggara.

penyelenggaraan Forum  K onsultasi Publik dengan 

m elibatkan  m asy arak a t d an  p ihak  terka it u n tu k  

m em bahas bersam a d an  m endapatkan  k ese la rasan  a ta s  

d a sa r  kom itm en a ta u  hasil kesepakatan . 

h a ru s  d a p a t dengan  m u d ah  d iakses oleh m asyaraka t

(2) Manfaat Forum Konsultasi Publik khusus bagi publik : 

a. ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-undang 

Pelayanan Publik, 

memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau 

sudah ditetapkan penyelenggara layanan, 

memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan, 

menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan, dan 

meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan 

publik. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 5 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah : 

3s 

2 

3. 

4 

Prinsip Forum Konsultasi Publik 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik 

Monitoring dan Evaluasi 

Pelaporan 

BAB IV 

PRINSIP FORUM KONSULTASI PUBLIK 

Pasal 6 

Dasar dalam penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik meliputi : 

a. sederhana : penyelenggaran Forum Konsultasi Publik yang mudah 

dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas 

dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun 

penyelenggara. 

b. partisipatif : penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dengan 

Cc. 

melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk 

membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas 

dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 

transparansi : harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat 

par)   
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d. kead ilan  : Forum  K onsultasi Publik h a ru s  m enjam in bahw a

pelayanan  yang d iberikan  d a p a t m enjangkau sem ua 

m asy arak a t yang berbeda s ta tu s  ekonom i, ja ra k  lokasi 

geografis, dan  perbedaan  kapab ilitas fisik d an  m ental

e. ak u n tab e l : hal -  ha l yang d ia tu r  dalam  Forum  K onsultasi Publik

h a ru s  d a p a t d ilak san ak an  d an  d ipertanggungjaw abkan 

kepada  p ihak  yang berkepentingan

f. be rke lan ju tan  : Forum  K onsultasi Publik h a ru s  te ru s  m en eru s d ilakukan

sebagai sa ra n a  perba ikan  pen ingkatan  k u a litas  pelayanan.

BAB V

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 7

(1) setiap  penyelenggara pe layanan  public h a ru s  m em ben tuk  Forum  

K om unikasi Publik sebagai w adah  peran  se rta  m asy arak a t dalam  

penyelenggaraan pelayanan  publik.

(2) dalam  penyelenggaraan Forum  K onsultasi Publik sebagaim ana d im aksud  

pada ayat (1) d iben tuk  tim  yang  d ite tapkan  dengan K eputusan  Kepala 

Perangkat D aerah  /  U nit Keija.

(3) Hasil penyelenggaraan Forum  K onsultasi Publik sebagaim ana d im aksud  

p ada  ayat (1) d ituangkan  dalam  b en tu k  berita  aca ra  jan ji perbaikan  

pelayanan  publik.

Pasal 8

(1) Kegiatan Forum  K onsultasi Publik m eliputi :

a. m eru m u sk an  ran can g an  kebijakan;

b. m en en tu k an  p en erap an  kebijakan;

c. m enganalisa  dam pak  kebijakan;

d. evaluasi pe lak san aan  kebijakan; dan

e. evaluasi te rh ad ap  pe rm asa lah an  terka it pe layanan  publik.

d. keadilan 

e. akuntabel 

f. berkelanjutan : 

Forum Konsultasi Publik harus menjamin bahwa 

pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua 

masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi 

geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental 

hal - hal yang diatur dalam Forum Konsultasi Publik 

harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan 

kepada pihak yang berkepentingan 

Forum Konsultasi Publik harus terus menerus dilakukan 

sebagai sarana perbaikan peningkatan kualitas pelayanan. 

BAB V 

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

Pasal 7 

(1) setiap penyelenggara pelayanan public harus membentuk Forum 

Komunikasi Publik sebagai wadah peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

(2) dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Perangkat Daerah / Unit Kerja. 

(3) Hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan 

pelayanan publik. 

Pasal 8 

(1) Kegiatan Forum Konsultasi Publik meliputi : 

v
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. merumuskan rancangan kebijakan, 

. menentukan penerapan kebijakan, 

menganalisa dampak kebijakan, 

d. evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan 

e. evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik. 
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(2) Kegiatan Forum Konsultasi Publik evaluasi pelaksanaan kebijakan dan 

evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan public sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan hurif e dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan transparan, efektivitas, dan peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 9

(1) Bentuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan 

melalui:

a. tatap muka; dan

b. non tatap muka

(2) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik melalui tatap muka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Rapat bersama, yaitu merupakan pertemuan formal antara 

penyelenggaraan pelayanan dan publik terkait dimana pihak 

penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam 

mesosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya.

b. focus group discussion, yaitu merupakan bentuk pertemuan semi- 

formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam 

skala tidak terlalu besar yang lenih mengarah kepada metode diskusi 

dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau 

mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

c. public hearing, yaitu merupakan bentuk pengumpulan 

ide/gagasan/opini dari semua lapisan publik melalui metode/media 

tertentu terhadap kebijakan penyelenggara pelayanan publik, dimana 

hasilnya menjadi bahan diskusi awal terhadap suatu kebijakan.

d. loka kaiya, disebut juga Academic Workshop, yaitu pertemuan formal 

antara penyelenggara pelayanan dan public tertentu yang ahli dalam 

permasalahan yang akan didiskusikan.

Pajtffi
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(2) 

(1) 

(2) 

Kegiatan Forum Konsultasi Publik evaluasi pelaksanaan kebijakan dan 

evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan public sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan hurif e dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan transparan, efektivitas, dan peningkatan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Pasal 9 

Bentuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan 

melalui : 

a. tatap muka, dan 

b. non tatap muka 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik melalui tatap muka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 

a. Rapat bersama, yaitu merupakan pertemuan formal antara 

penyelenggaraan pelayanan dan publik terkait dimana pihak 

penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam 

mesosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkannya. 

b. focus group discussion, yaitu merupakan bentuk pertemuan semi- 

formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam 

skala tidak terlalu besar yang lenih mengarah kepada metode diskusi 

dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau 

mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas. 

Cc. public hearing, yaitu merupakan bentuk pengumpulan 

ide/gagasan/opini dari semua lapisan publik melalui metode/media 

tertentu terhadap kebijakan penyelenggara pelayanan publik, dimana 

hasilnya menjadi bahan diskusi awal terhadap suatu kebijakan. 

d. loka karya, disebut juga Academic Workshop, yaitu pertemuan formal 

antara penyelenggara pelayanan dan public tertentu yang ahli dalam 

permasalahan yang akan didiskusikan. 
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e. M usyaw arah P erencanaan  dan  Pem bangunan  (M usrenbang), 

pe rtem uan  an  ta r  pelaku p em bangunan  (Pem erintah, d u n ia  u sah a , 

d an  m asyarakat) dalam  rangka  m eny u su n  rencana  pem bangunan  

nasional dan  ren can a  pem bangunan  daerah  yang ak an  d ilak sanakan  

dalam  b en tu k  program  kerja, Kegiatan ini d iselenggarakan d iakh ir 

ta h u n  anggaran  dan  berskala  regional a ta u  nasional.

(3) Penyelenggaraan Forum  K onsultasi Publik m elalui non  ta ta p  m u k a  

sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat (1) h u ru f  b d a p a t d ilakukan  m elalui :

a. m edia kom unikasi radio;

b. talkshow  televisi;

c. m edia sosial;

d. ap likasi online;

e. survey; dan

f. kanal pengaduan .

Pasal 10

Pihak yang terlibat dalam  p e lak san aan  Forum  K onsultasi Publik a n ta ra  lain  :

a. penyelenggara layanan;

b. pengguna layanan;

c. s takeho lder pe layanan  publik;

d. ah li/p rak tis i;

e. organ isasi m asy arak a t sipil;

f. m edia m assa.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan Forum  K onsultasi Publik dibagi 3 (tiga) ta h a p  ya itu  :

a. p ra  pe laksanaan ;

b. pe laksanaan ;

c. pasca  p e laksanaan

(2) Penyelenggaraan Forum  K onsultasi Publik p ada  tah ap  p ra  pe lak san aan  

sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat (1) h u ru f  a  terdiri a ta s  :

a. pem ben tukan  tim  pe lak san aan  keg iatan  Forum  K onsultasi Publik.

b. m erum uskan  konsep kegiatan , ya itu  :

1. target dan  sa sa ra n  Forum  K onsultasi Publik yang ak an  dicapai;

2. tekn is Forum  K om unikasi Publik yang ak an  d ilakukan; dan

e. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang), 

pertemuan antar pelaku pembangunan (Pemerintah, dunia usaha, 

dan masyarakat) dalam rangka menyusun rencana pembangunan 

nasional dan rencana pembangunan daerah yang akan dilaksanakan 

dalam bentuk program kerja, Kegiatan ini diselenggarakan diakhir 

tahun anggaran dan berskala regional atau nasional. 

(3) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik melalui non tatap muka 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui : 

a. 

b. 

c. media sosial, 

d. 

e. 

f. 

media komunikasi radio, 

talkshow televisi: 

aplikasi online, 

survey, dan 

kanal pengaduan. 

Pasal 10 

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik antara lain : 

a. penyelenggara layanan, 

E
M
 

A
I
 

GD
! 

i
g
 . pengguna layanan, 

. stakeholder pelayanan publik, 

. ahli/praktisi, 

. organisasi masyarakat sipil, 

media massa. 

Pasal 11 

(1) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dibagi 3 (tiga) tahap yaitu : 

a. pra pelaksanaan, 

b. pelaksanaan, 

Cc. pasca pelaksanaan 

(2) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada tahap pra pelaksanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : 

a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik. 

b. merumuskan konsep kegiatan, yaitu : 

1. target dan sasaran Forum Konsultasi Publik yang akan dicapai, 

2. teknis Forum Komunikasi Publik yang akan dilakukan, dan 

Parah) 
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3. jumlah peserta Forum Konsultasi Publik yang akan disesuaikan 

dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.

c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu

permasalahan pelayanan publik.

(3) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada tahap pelaksanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. tim Forum Komunikasi Publik bersikap independen/netral dalam proses 

diskusi;

b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/dialog;

c. pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus 

kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan

d. pelaksanaan Forum Konsultasi Publik diakhiri dengan

penandatanganan berita acara komitmen dan tindaklanjut perbaikan 

antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

(4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mendapatkan masukan 

yang bermanfaat dan membangun

(5) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 12

Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik mempunyai peran serta sebagai berikut:

a. menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislasi;

b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;

c. melakukan diseminasi;

d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Forum Konsultasi Publik;

e. memfasilitasi kegiatan Forum Konsultasi Publik dan memberikan legitimasi 

formal kepada tim;

f. penyediaan anggaran kegiatan Forum Konsultasi Publik; dan

g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi Forum Konsultasi 

Publik

3. jumlah peserta Forum Konsultasi Publik yang akan disesuaikan 

dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai. 

c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu 

permasalahan pelayanan publik. 

(3) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada tahap pelaksanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. tim Forum Komunikasi Publik bersikap independen /netral dalam proses 

diskusi, 

b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/ dialog, 

C. pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus 

kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu, dan 

d. pelaksanaan Forum Konsultasi Publik diakhiri dengan 

penandatanganan berita acara komitmen dan tindaklanjut perbaikan 

antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat. 

(4 Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mendapatkan masukan 

yang bermanfaat dan membangun 

(5) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Bupati. 

Pasal 12 

Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik mempunyai peran serta sebagai berikut : 

a. menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislasi: 

b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat: 

c. melakukan diseminasi, 

menindaklanjuti rekomendasi dari hasil Forum Konsultasi Publik: 

e. memfasilitasi kegiatan Forum Konsultasi Publik dan memberikan legitimasi 

formal kepada tim, 

f. penyediaan anggaran kegiatan Forum Konsultasi Publik, dan 

g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi Forum Konsultasi 

Publik 
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Pasal 13

Institu si penyelenggara layanan  dalam  ran g k a  m endukung  penyelenggaraan

Forum  K onsultasi Publik m em punyai peran  se rta  sebagai beriku t :

a. m engum um kan  hasil tin d ak  lan ju t Forum  K onsultasi Publik; dan

b. m elak san ak an  tindak  lan ju t rekom endasi Forum  K onsultasi Publik

Pasal 14

M asyarakat dalam  rangka  m endukung  penyelenggaraan Forum  K onsultasi

Publik m em punyai peran  se rta  sebagai beriku t :

a. m em berikan um pan  balik dalam  ran g k a  perbaikan  pelayanan  publik; dan

b. m elakukan  pengaw asan  te rh ad ap  p e lak san an aan  tindak  lan ju t hasil 

Forum  K onsultasi Publik.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) M onitoring dan  evaluasi Forum  K onsultasi Publik d ilakukan  oleh 

Perangkat D aerah /  U nit Kerja yang m em bidangi u ru sa n  pelayanan  

publik.

(2) B upati m em an tau  pe lak san aan  kom itm en perbaikan  layanan  yang 

d iselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan  publik.

(3) Pengaw asan te rh ad ap  p e lak san aan  kom itm en perbaikan  d ilakukan  

langsung  oleh m asy arak a t selaku p eserta  Forum  K om unikasi Publik

BAB VII 

PELAPORAN

Pasal 16

(1) Hasil k ep u tu san  bersam a dan  solusi dari penyelenggaraan Forum  

K onsultasi Publik d isam paikan  secara  te rb u k a  dan  d iketahu i oleh 

m asyarakat.

(2) Hasil penyelenggaraan Forum  K onsultasi Publik u n it pe layanan  public 

d ilaporkan kepada Sekretaris D aerah  m elalui in stan si yang m em punyai 

tu g as  pokok d an  fungsi d ib idang keorgan isasian .

Paraf

Pasal 13 

Institusi penyelenggara layanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik mempunyai peran serta sebagai berikut : 

a. mengumumkan hasil tindak lanjut Forum Konsultasi Publik: dan 

b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi Forum Konsultasi Publik 

Pasal 14 

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik mempunyai peran serta sebagai berikut : 

a. 

b. 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik: dan 

melakukan pengawasan terhadap pelaksananaan tindak lanjut hasil 

Forum Konsultasi Publik. 

BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 15 

Monitoring dan evaluasi Forum Konsultasi Publik dilakukan oleh 

Perangkat Daerah / Unit Kerja yang membidangi urusan pelayanan 

publik. 

Bupati memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan 

langsung oleh masyarakat selaku peserta Forum Komunikasi Publik 

BAB VII 

PELAPORAN 

Pasal 16 

Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan Forum 

Konsultasi Publik disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh 

masyarakat. 

Hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik unit pelayanan public 

dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai 

tugas pokok dan fungsi dibidang keorganisasian. 

  

  

       



(3) Hasil pelaporan  p e lak san aan  Forum  K onsultasi Publik sebagaim ana 

d im aksud  p ada  ayat (1) dilam piri dengan  :

a. sa linan  d a fta r hadir;

b. notu lensi;

c. foto kegiatan;

d. berita  a ca ra  pe lak san aan  kegiatan; dan

e. berita  a ca ra  p e n an d a tan g an an  kom itm en.

(4) Perangkat D aerah /U n it Keija wajib m enyusun  tindak  lan ju t hasil Forum  

K onsultasi Publik secara  periodik yang berisi pe rm asa lah an  yang telah 

d itindak lan ju ti dan  pe rm asa lah an  yang belum  m am pu d itindak lan ju ti.

(5) Form at laporan  pe lak san aan  Forum  K onsultasi Publik sebagaim ana 

d im aksud  p ada  ay a t (2) te rcan tu m  dalam  Lam piran yang m erupakan  

bagian tidak  te rp isah k an  dari P e ra tu ran  B upati ini.

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 17

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  o rang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  P era tu ran

B upati ini dengan  p enem patannya  dalam  B erita D aerah  K abupaten Pohuw ato.

D itetapkan di M arisa
20 April

D iundangkan  di M arisa 

pâ artSTTgĝ l, 20 April 2020 

SE KRETARIS'DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DNI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2 0 2 0  NOMOR
28

(3) Hasil pelaporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : 

a. salinan daftar hadir, 

b. notulensi, 

c. foto kegiatan, 

d. berita acara pelaksanaan kegiatan, dan 

e. berita acara penandatanganan komitmen. 

(4) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun tindak lanjut hasil Forum 

Konsultasi Publik secara periodik yang berisi permasalahan yang telah 

ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti. 

(5) Format laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa 20 April 

2020    
    

    

BUPAN POHUWATO, 

MBUINGA 

Diundangkan di Marisa 

20 April 2020 

DAERAH KABUPATEN POHUWATO, 
    

/ Pak 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 28 TAHUN 2020 

TANGGAL : 20 April 2020

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

CONTOH FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN
A. La ta r  Belakang
B. D asar P e laksanaan  Forum  K onsultasi Publik
C. M aksud d an  T ujuan

BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
A. A nalisa M asalah
B. P elaksanaan

1. Pra Pelaksanaan
a. P em bentukan  Tim Forum  K onsultasi Publik
b. Tem a Forum  K onsultasi Publik
c. R uang Lingkup
d. B en tuk  Penyelenggaraan
e. P ihak Yang terlibat
f. Jadw al Pelaksanaan

2. P e laksanaan
a. W aktu dan  Tem pat P elaksanaan
b. Hasil Pem bahasan

3. Pasca P e laksanaan
Hasil Perbaikan layanan  yang d ibuk tikan  dengan berita  acara

BAB III PENUTUP
A. Kesim pulan
B. Rekom endasi

LAMPIRAN :
1. B erita a ca ra  jan ji perbaikan
2. Notulen
3. Foto Kegiatan
4. D aftar Hadir

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR : 28 TAHUN 2020 

TANGGAL : 20 April 2020 

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO. 
  

CONTOH FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
B. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 

C. Maksud dan Tujuan 

BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

A. Analisa Masalah 

B. Pelaksanaan 

@ 1. Pra Pelaksanaan 

Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik 

Tema Forum Konsultasi Publik 

Ruang Lingkup 

Bentuk Penyelenggaraan 
Pihak Yang terlibat 

. Jadwal Pelaksanaan 

2. Pelaksanaan 

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
b. Hasil Pembahasan 

3. Pasca Pelaksanaan 

Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara 

mp
 
O
p
 

BAB III PENUTUP 
A. Kesimpulan 

& B. Rekomendasi 

LAMPIRAN : 
1. Berita acara janji perbaikan 
2. Notulen 

3. Foto Kegiatan 
4. Daftar Hadir 

    

     

BUPATI POHUWATO, 

  

SYARIH MBUINGA 
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